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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan
kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 — 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa
yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun.
Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen
RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan
Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang
disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun
kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan
dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang
penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 — 2027 ini melibatkan
berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi
terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin
selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa
Tahun 2019 — 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,
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KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA DUREN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menimbang

TAHUN 2019 S/D 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUREN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa
memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2)
huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,
Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati
dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

peraturan Desa;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
7017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan J angka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114)};

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)



Menetapkan

24.

25.

26.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor
3);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana  Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor
7);

Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Duren
(Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Desa Duren Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 Desa Duren (Lembaran
Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN

dan

KEPALA DESA DUREN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 S/D 2027

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

Desa adalah Desa Duren Kecamatan Sawahan

Kabupaten Nganjuk



_ Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusarn

pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Duren

dibantu Perangkat Desa Duren sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Duren

_ Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan

Desa Duren

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah
dokumen perencanaan kegiatan pembangunan
Desa Duren untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun yang sebelumnya 2019 sampai dengan 2025
menjadi 2019 sampai dengan 2027

Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang
selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan
penjabaran dari RPJM Desa Duren untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

BAB I
PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2
Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa,
meliputi:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan

€.

Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

a. partisipatif



b. inklusif; dan
c. keberpihakan kepada warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat

adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa
selama 8 (delapan) tahun;

b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi
objektif Desa;

c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi
masyarakat dalam Pembangunan Desa;

e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan

f. meningkatkan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
MUATAN RPJM DESA

Pasal 5
Perubahan RPJM Desa memuat :
a. visi dan misi Kepala Desa;
b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa; dan

c. rencana program dan/atau kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat



yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan

dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM
Desa;

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa;

c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;

d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk
membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;

e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk
membahas, menyepakati dan menetapkan
Perubahan RPJM Desa; dan

f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM
Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa

melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V
SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7
(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BABI : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum
b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI

DESA
2.1 Sejarah Desa
2.2 Gambaran Kependudukan



2.3 Gambaran Kelembagaan
2.4 Gambaran Tingkat
Perkembangan Desa
2.5 Gambaran Pelayanan
Masyarakat Berdasarkan
Kewenangan Desa
2.6 Gambaran Infrastruktur
2.7 Masalah dan Potensi Desa
c. BABII : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
3.4 Sasaran
d. BABIV : INDIKATOR KINERJA
4.1 Program Indikatif
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
e. BABV : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan Dbagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8
Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun
2019-2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 9
(1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa
dapat dilakukan perubahan kembali apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
dan/atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah  pusat, pemerintah  daerah
provinsi, dan/atau pemerintah  daerah
kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat

(1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa Duren

Ditetapkan di Duren

pada tanggal, 11 April 2025

KEPALA DESA DUREN,

AJI



Diundangkan di Duren
pada tanggal 11 April 2025

b

LEMBARAN DESA DUREN TAHUN 2025 NOMOR 2






LAMPIRAN
PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019 -2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan  dasar,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap
tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa).
Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan
masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan /atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

6



pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,
mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan
Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggarar, pelaksanaan, Pemantauan
dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dalam proses pembangunan.

3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaar pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik
pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai
hasil yang optimal.

6. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai
dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

tersedia.
7. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan
harus berjalan secara berkelanjutan.

Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya
dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal
dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan
penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber
informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.



1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah
Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang
berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi
acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan
dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan
secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi
rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD,
BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua
pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud
yaitu:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur
pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh
elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan
diatasnya.

9. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap
unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi
perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam
konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka
mewujudkan visi dan misi desa.

3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-
lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang
berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun prograim
dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-
lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua
pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam
kurun waktu enam tahun.

5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang
berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan



Adapun tujuannya adalah:

a.

Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala
Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan
menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk
mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun
mendatang;

Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis
lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan
bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan
strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang
telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan
dalam bentuk RKP Desa.

Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan
dan keadaan masyarakat.

Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap
program pembangunarn di desa.

Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Duren disusun atas dasar:

A. Landasan Idiil: Pancasila
B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
C. Landasan Operasional:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022,

3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Menurut cerita nenek moyang Desa Duren berasal dari nama buah (bahasa
jawa) yang artinya Durian jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Menurut cerita
para sesepuh Desa, dahulunya di Desa ini tumbuh dengan subur buah durian yang
kemudian dijadikan nama Desa ini dalam istilah jawa DUREN. Sampai saat ini
masih banyak pohon durian yang berumur puluhan tahun dan produktif
menghasilkan buah setiap tahunnya. Desa Duren mempunyai (3) tiga kamituwan 3
Dusun) dan nama wilayah Dusunnya sebagai berikut :

1. Dusun Bomo (terdiri dari lingkungan atau istilah lain Dukuh yaitu
lingkungan Bomo, lingkungan Bakalan dan lingkungan Ngebo)

2. Dusun Jatirejo (terdiri dari lingkungan Jatirejo dan lingkungan
Ampelgading)

3. Dusun Sugihan (terdiri dari lingkungan Sugihan, lingkungan Telik dan
lingkungan Ngadisoko)

Seiring dengan perkembangan Desa Duren semenjak zaman Belanda telah
dipimpin oleh beberapa Kepala Desa. Adapun masyarakat yang pernah menjabat
Kepala Desa Duren antara lain :

1. Tahun 1945 s/d Tahun 1948 : Sowinangun
2. Tahun 1948 s/d Tahun 1953 : Paliman

3. Tahun 1953 s/d Tahun 1958 :Karto

4. Tahun 1958 s/d Tahun 1963 :Japar

5. Tahun 1963 s/d Tahun 1968 : Joyorimin
6. Tahun 1968 s/d Tahun 1970 : Sugini

7. Tahun 1970 s/d Tahun 1972 : Musadi

8. Tahun 1972 s/d Tahun 1975 : Wignyo

9. Tahun 1975 s/d Tahun 1982 : Murlan

10. Tahun 1982 s/d Tahun 1991 : Soedarman
11. Tahun 1991 s/d Tahun 1999 :Soedarman
12. Tahun 1999 s/d Tahun 2007 :Abu Kanipah
12. Tahun 2007 s/d Tahun 2013 :Jarwan

13. Tahun 2013 s/d Tahun 2019 :Jarwan

14. Tahun 2019 s/d Sekarang : Sutaji

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Duren.
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Secara geografis Desa Duren terletak pada posisi -7.697588” Lintang Selatan
dan 111.769391” Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan
sedang yaitu sekitar 678 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS
Kabupaten Nganjuk tahun 20 18, selama Tahun 2018 curah hujan di Desa Duren
rata-rata mencapai 2.275 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember

hingga mencapai 2.275 mm

Batas-batas desa meliputi:

No Uraian Desa

1 Sebelah Utara Sudimoroharjo

2 Sebelah Barat Durenan (Madiun)

3 Sebelah Selatan Bendolo & Sawahan

4 Sebelah Timur Siwalan & Sidorejo

Jarak tempuh Desa Duren ke Kecamatan Sawahan adalah 6 km, yang
dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor.
Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 27 km, yang
dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah
penduduk Desa Duren terdiri dari 2.046 KK, dengan jumlah total penduduk
6.688 jiwa, dengan rincian 3.365 laki-laki dan 3.304 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase
1 0-4 154 210 364 5.7
2 5-9 168 228 396 5.7
3 10-14 198 236 434 6.7
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No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase
4 15-19 265 111 376 5.3
5} 20-24 266 242 508 9.2
6 25-29 254 243 497 7.4
7 30-34 214 251 465 5.8
8 35-39 287 366 653 8.1
9 40-44 286 301 587 8.7
10 45-49 366 457 823 12.3
11 50-54 267 245 512 7.7
12 55-58 265 110 375 5.5
13 >59 375 323 698 11.9

Jumlah Total 6688 100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia
20-49 tahun Desa Duren sekitar 5.1 18 atau hampir 76.5 %. Hal ini
merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata
kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa
No Nama Jabatan
1 | Sutaji, S.Sos Kepala Desa
2 | Bambang Susianto, SH Sekretaris Desa
3 | Sarjuni Kaur tata Usaha dan Umum
4 | (kosong) Kaur Keuangan
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J abatan

No Nama
5 | Sudarwanto Kaur Perencanaan
6 | Suwoko Kasi Pemerintahan
7 | Yarno Kasi Kesejahteraan
8 | (kosong) Kasi Pelayanan
9 | Mahmudi Kasun Bomo
10 | Damuri Kasun Sugihan
11 | Wahyu Caraka Sulaksana Kasun Jatirjo
12 | Jumari Pelaksana tugas
13 | Widya Rosalia Putri Staf
14 | Yudi Susanto Staf
Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa
Catatan: disesuaikan dengan Kklasifikasi desa (swadaya;-swakarya,
swasembada)
Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa
No Nama Jabatan
1 | Nyamiran Ketua merangkap Anggota
2 | Sudarsih Wakil Ketua merangkap Anggota
3 | Aji Yoga Pratama Sekretaris
4 | Zainal Abidin Ketua Bidang Penyelenggaraan
Pemdes merangkap Anggota
5 | Purwaningsih Ketua Bidang Pembangunan Desa
merangkap Anggota
6 | Nurul Maisaroh Ketua Bidang Pemberdayaan
Masyarakat merangkap Anggota
7 | Gatot Prabowo Ketua Bidang Pembinaan
Masyarakat merangkap Anggota
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No Nama Jabatan
8 | Fendik Pradana Anggota
9 | Sutaji Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 285 Tahun 2024

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa
No Nama Jabatan
1 | ARIS TRI MULYA Ketua
2 | IBNU TOLIBIN Sekretaris
3 | RISKI AMELIA Bendahara
4 | NUR HIDAYAH Seksi Agama
5 | SIDIK PURNOMO Seksi Pembangunan
6 | BAMBANG ‘ Seksi Pengembangan Perekonomian,
Koperasi dan Kesejahteraan
Masyarakat
7 | LAMSIR Seksi Keamanan dan Ketertiban
8 | RUMAWATI Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan Hidup
9 | ANANG JUNAIDI Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10 | PRASETYA HARDIANTO Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2023

Tabel 2.5

Pengurus Karang Taruna Desa
No Nama Jabatan
1 | MINTO BIN TOHA Ketua
2 | AAN SETIAWAN Sekretaris
3 | DIDIK SETIAWAN Bendahara
4 | MOCHAMAD GHOZALI RIDLO | Seksi Agama
5 | MUCHLAS ADE PUTRA Seksi Keamanan dan Ketertiban
6 | JANGKUNG WIJANARKO Seksi Pendidikan dan Pelatihan
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No Nama Jabatan

7 | PURNOMO Seksi Lingkungan Hidup

8 | RAHMAD SETIAWAN Seksi Pengembangan Perekonomian
Koperasi dan Kesejahteraan Sosial

9 | RISKI AMELIA Seksi Kesehatan

10 | SUTAJI Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa
No Nama Jabatan
1 | LINAYANTI Ketua
2 | AYU LESTARI Wakil Ketua
3 | SITI MAIMUNAH Sekretaris
4 | WARTINI Bendahara
5 | TRI SULARSIH Ketua Pokja 1
6 | SRI RAHAYU Ketua Pokja 2
7 | SITI ROHMAH Ketua Pokja 3
8 | MEI WAHYUNI Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2022

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No Nama Jabatan

1 | SUPRIYANI KPMD Bidang Teknik

2 | MUKHOLIFA NURUL AZIZAH KPMD Bidang Ekonomi dan TTG

3 | NUR HIDAYAH KPMD Pendidikan dan Pelatihan

4 | WIDYA ROSALIA PUTRI KPMD Bidang Kesehatan

5 | M. GHOZALI RIDLO KPMD Bidang Pemberdayaan dan
Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2025
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Tabel 2.8

Nama Ketua RT/RW

No Nama Jabatan Ketua

1 | MUSTAKIM RW. 001 Dusun Bomo

2 | KETUT DWI NARKO RW. 002 Dusun Bomo

3 | SUKAJI RW. 003 Dusun Bomo

4 | SARNO RW. 004 Dusun Bomo

5 | BOWO RISQI RW. 001 Dusun Jatirejo

6 | SUPARNO RW. 002 Dusun Jatirejo

7 | MINTO BIN TOHA RW. 003 Dusun Jatirejo

8 | SUPENO RW. 004 Dusun Jatirejo

9 | SUDARTO RW. 001 Dusun Sugihan

10 | PARNO RW. 002 Dusun Sugihan

11 | AINUL YAKIN RW. 003 Dusun Sugihan

12 | JUMALI RW. 004 Dusun Sugihan

13 | ANDIK RW. 005 Dusun Sugihan

14 | RENDIK Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Bomo
15 | LAMIN Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Bomo
16 | YANTO Ketua RT. 003 RW. 001 Dusun Bomo
17 | GUNAWAN Ketua RT. 004 RW. 001 Dusun Bomo
18 | LAMIN Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Bomo
19 | SUDARSONO Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Bomo
20 | WAJIANTO Ketua RT. 003 RW. 002 Dusun Bomo
21 | NARNO Ketua RT. 004 RW. 002 Dusun Bomo
22 | WAKIJAN Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Bomo
23 | PUGUH HADI P Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Bomo
24 | PARMAN Ketua RT. 003 RW. 003 Dusun Bomo
25 | SALEKAN Ketua RT. 004 RW. 003 Dusun Bomo
26 | KAMDAN Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Bomo
27 | YUSMANTO Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Bomo
28 | GUNAWAN Ketua RT. 003 RW. 004 Dusun Bomo
29 | SUMINTO Ketua RT. 004 RW. 004 Dusun Bomo
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No Nama Jabatan Ketua

30 | YARNI KARTIKA Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Jatirejo

31 | PRAMUJI Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Jatirejo

32 | SARMAJI Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Jatirejo

33 | WIJIANTO Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Jatirejo

34 | JARMAN Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Jatirejo

35 | PARNO Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Jatirejo

36 | SAMSURI Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Jatirejo

37 | NYAMIN Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Jatirejo

38 | AHMAD MUSOIB Ketua RT. 001 RW. 001 Dusun Sugihan
39 | YASIR Ketua RT. 002 RW. 001 Dusun Sugihan
40 | MUNARI Ketua RT. 003 RW. 001 Dusun Sugihan
41 | SUKRI Ketua RT. 001 RW. 002 Dusun Sugihan
42 | MADQHOZIN Ketua RT. 002 RW. 002 Dusun Sugihan
43 | KATIRAN Ketua RT. 003 RW. 002 Dusun Sugihan
44 | DARMIN Ketua RT. 001 RW. 003 Dusun Sugihan
45 | SARJUNI Ketua RT. 002 RW. 003 Dusun Sugihan
46 | PARNO Ketua RT. 003 RW. 003 Dusun Sugihan
47 | SAMSUL HUDA Ketua RT. 001 RW. 004 Dusun Sugihan
48 | JAIMAN Ketua RT. 002 RW. 004 Dusun Sugihan
49 | YATNO Ketua RT. 001 RW. 005 Dusun Sugihan
S0 | SUYARNO Ketua RT. 002 RW. 005 Dusun Sugihan

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2025

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi

Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat

perkembangan Desa meliputi:

1. Cepat Berkembang;

2. Berkembang; dan

3. Kurang Berkembang.
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b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini
tingkat perkembangan Desa meliputi:

1. Desa Swasembada;
2. Desa Swakarya; dan
3. Desa Swadaya.

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
Desa Swasembada

1. Desa Mandiri;
2. Desa Maju; dan
3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dlaksanakan dalam periode RPJM Desa

yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa

sebagai berikut:
Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024
Tahun Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan
Permendagri Permendagri Permendes PDTT
Nomor 81 Tahun Nomor 84 Tahun Nomor 2 Tahun
2015 2015 2016

2019 | Berkembang Swakarya Maju

2020 | Maju Swasembada Maju

2021 | Maju Swasembada Maju

2022 | Maju Swasembada Maju

2023 | Mandiri Swasembada Mandiri

2024 | Mandiri Swasembada Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa
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Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa
melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa
yang lama yakni Tahun 2019-2024 menghasilkan gambaran kemiskinan
Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa

Periode 2019-2024

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019 361
2020 330
2021 314
2022 311
2023 298
2024 301

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-
2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No. Indikator Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
' 1. | Keuangan dan aset Desa: 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16




No. Indikator Tahun

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

a. Persentase PAD terhadap total
Pendapatan APB Desa (%)

b. Persentase sertifikasi tanah aset 4 4 4 4 36 50
desa (jumlah tanah aset yang telah
bersertifikat dibagi jumlah bidang
tanah aset desa kali 100%)

2. Kepatuhan kewajiban:

a. penyusunan RKP Desa Ya Ya Ya Ya Ya Ya
{tersusun/tidak tersusun)

b. penyusunan APB Desa Ya Ya Ya Ya Ya Ya
(tersusun/tidak tersusun)

c. penyusunan Pertanggungjawaban Ya Ya Ya Ya Ya Ya
APB Desa (tersusun/tidak tersusun)
d. penyusunan LPPD Ya Ya Ya Ya Ya Ya
(tersusun/tidak tersusun)

€. penyusunan LKPPD Ya Ya Ya Ya Ya Ya
(tersusun/tidak tersusun)
f. persentase tindak lanjut temuan | 100 100 100 100 100 100

hasil pemeriksaan Inspektorat

(jumlah temuan yang
ditindaklanjuti dibagi jumlah total
temuan kali 100%)

3. Predikat LPPD hasil evaluasi | Baik baik baik baik baik baik
Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)
4. Kinerja perangkat Desa:

a. jumlah perangkat desa yang tidak 0 0 0 0 0 0
masuk kerja tanpa keterangan

b. jumlah perangkat desa yang 7 8 10 9 9 9

menyusun program kerja tahunan

c. jumliah perangkat Desa yang 10 10 10 9 9 9
menyusun laporan pelaksanaan
tugas

Sumber: LPPD

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
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2.5.1. Pendidikan
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No. Uraian 2019 |2020 |2021 2022 |2023 |2024

1. Angka partisipasi SD/MI:

a. Jumlah penduduk usia SD/MI 98 111 88 252 258 259

b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang | 98 111 88 252 258 259
bersekolah SD/MI

c. Jumlah penduduk usia SD/Ml yang | O 0 0 0 0 0

tidak bersekolah SD/MI

2. Angka Partisipasi SMP/MTs:

a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs 88 98 111 88 109 110

b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs | 88 98 111 88 109 110
yang bersekolah SMP/MTs

c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs | O 0 0 0 0 0

yang tidak bersekolah SMP/MTs

3. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:

a. Jumlah penduduk usia | 102 88 98 111 112 125
SMA/SMK/MA

b. Jumlah penduduk usia | 102 88 a8 111 112 125
SMA/SMK/MA vyang bersekolah
SMA/SMK/MA

c. Jumlah penduduk usia | O 0 0 0 0 0

SMA/SMK/MA yang tidak
bersekolah SMA/SMK/MA

4, Angka Partisipasi PAUD:

a. Jumlah penduduk usia PAUD 111 88 252 216 220 224
b. Jumlah penduduk usia PAUD yang | 111 88 252 216 220 224
bersekolah PAUD
c. Jumlah penduduk usia PAUD yang | O 0 0 0
tidak bersekolah PAUD
S. Jumlah lembaga Sekolah:
a. PAUD 6 6 6 6 6 6
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b. SD/MI 6 6 6 6 6

c. SMP/MTs
d. SMA/MA/SMK 0 0 0 0 0
6. Perpustakaan Desa:
a. Jumlah koleksi buku (buah) 75 95 100 120 130 130
b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap | 5 ) 5 S 10 10

bulan (orang)

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.2. Kesehatan
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 - 2024

S R T T R T T R T TR T SR TR T Y
2019 2020

No Uraian 2021 2022 2023 2024
1 Angka Kematian Bayi 0 0 0 0 0 0
2 Angka Kematian Ibu 0 0 0 0 0 0
3 Balita dengan gizi buruk 5 4 4 3 3 3
4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 32 35 36 42 54 54
5 Jumlah:

a. Pratama 0 0 0 0 0 0

b. Madya 0 0 0 0 0 0

c. Purnama 8 8 8 8 8 8

d. Mandiri 0 0 0 0 0 0
7 Jumlah Fasilitas Kesehatan:

a. Jumiah Posyandu 8 8 8 8 8 8

b. Polindes 1 1 1 1

c. Poskesdes 0 0 0 0 0 0

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel
di bawah ini:

Tabel 2.14

Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No Uraian 2019 | 2020 |2021 |2022 |2023 |2024
1 | Pelayanan Air bersih:
a. Jumlah Rumah Tangga 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2023, 2026
b. Jumlah Rumah Tangga yang| 2014 | 2016 | 2018| 2019 | 2023 | 2026
mendapatkan air bersih dengan
sistem perpipaan
2 | Rumah layak huni:
a. Jumlah rumah tidak layak huni 62 57 57 54 52 52
b. Jumlah rumah layak huni 1952 | 1960 | 1963 | 1967 | 1971 | 1982
3 | Sanitasi:
a. Jumlah rumah tangga memiliki| 1952 | 1960 | 1963 | 1967 | 1971 | 1982
jamban
b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki 62 57 57 54 52 52
jamban

Sumber: IDM dan Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2019-2024

Uraian

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:

1. pembunuhan

penganiayaan berat

penganiayaan ringan

kekerasan dalam rumah tangga

perkosaan

pencabulan

penculikan

pencurian dengan kekerasan

ole|[NjoalHeDd

pencurian biasa

[y
(o]

. pencurian kendaraan bermotor

—
ot

. pencurian dengan pemberatan

oy
N

. pengrusakan/penghancuran barang

—
W

. pembakaran dengan sengaja

et
N

. narkotika dan psikotropika

—
o

. penipuan/perbuatan curang

o
o)}

. penggelapan

ot
EN|

. korupsi

[
o]

. kejahatan terhadap ketertiban umum

jumlah total kejahatan

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:

1. jumlah Linmas

37

37

37

37

37

37

2. jumlah Poskamling

13

14

15

15

15

15

Sumber: IDM dan Profil Desa
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2.5.5. Ketenagakerjaan
Selama periode RPJM Desa Tahun 20 19-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan

1 | Jumlah penduduk usia produktif 2.362 | 2.155| 2.210| 2.244 | 2.247 | 2.248

5 Jumlah penduduk usia produktif 1.832 | 1912 | 1.752| 2.244 | 2.247| 2.248
yang bekerja

3 Jumlah penduduk usia produktif 530 243 458 396 393 297
yang tidak bekerja

Sumber: Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Tahun 2019-2024

Uraian Perempuan Anak
2019 | 2020 | 2021 {2022 |2023 | 2024 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Perkosaan 0 0 0 0 4] 0 0 (o) 0 0 0 4]
2. Persetubuhan 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 o] 0
3. Pencabulan 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pelecehan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seksual
5. KDRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Uraian Perempuan Anak
30190 | 2020 2021 [2022 |2023 | 2024 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024

6. Kekerasan Fisik 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
7. Kekerasan Psikis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Penelantaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Trafficking 0 0 0 0 (0] 0 0 0 0 o o] 0
10. Asuh/Eksekusi 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 ] 0

Anak
11. Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bermasalah

Hukum
12. Lain-lain o (] 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0
Total 4] o (V) 0 0 o o o (4] 0 0 0

Sumber: Profil Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup
Selama periode RPJM Desa Tahun 20 19-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

et

Indikator Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani 0 0 0 0 0 Y
pengangkutan sampah (RT)

2. Jumlah mata air yang masih hidup 57 57 57 57 57 57
(titik)

3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4. Sarana Pengelolaan Sampah: 0 0 0] 0 0 0
a. Jumlah tempat pembuangan 0 0 0 0 o 0

sampah sementara/TPS (unit)
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Indikator

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2024

b. Jumlah kendaraan pengangkut
sampah (unit)

c. Jumlah petugas pengelola
sampah (orang)

Sumber: Profil Desa

7.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2024

. Persentase penduduk memiliki KK

(jumlah penduduk memiliki KK dibagi
jumlah penduduk wajib KK dibagi
dikalikan 100%)

94 %

94 %

94 %

94 %

94 %

95 %

. Persentase penduduk memiliki Akte

Kelahiran (jumlah penduduk memiliki
Akte  Kelahiran dibagi  jumlah
penduduk wajib  Akte Kelahiran
dikalikan 100%)]

94 %

94 %

94 %

94 %

94 %

95 %

. Persentase penduduk memiliki KTP

(jumlah penduduk memiliki KTP dibagi
jumlah penduduk wajib KTP dikalikan
100%)

94 %

94 %

94 %

94 %

94 %

95 %

. Persentase penduduk meninggal dunia

dengan Akte Kematian (jumlah
penduduk meninggal dengan akte
kematian dibagi jumlah penduduk
meninggal dunia dikalikan 100%)

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %
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Sumber: Profil Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 20 19-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. BUMDesa: Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif | Tidak
Aktif
a. Status keaktifan BUMDesa
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa | 500.000 500.000 | 500.000 | 500.000 0 0]
ke PAD (Rp.)
2. Jumlah lembaga ekonomi 0 0 0 0 0 o
desa aktif (lembaga)
3. Jumlah koperasi (unit) 0 0 0
4. Jumlah usaha mikro/UMKM 4 4 3 4 4 3
(unit)
5. Jumlah swadaya masyarakat 0 0 0 0 0 0
dalam APB Desa (Rp)

Sumber: Profil Desa

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 20 19-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.21

Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Tahun 2019-2024

Indikator
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang) 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 1.752 1.752
2. Jumlah peserta KB aktif (orang) 2.006 | 2.010 2.08 2.020 | 2.031 2.025
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan | 126 107 122 153 123 102
keluarga sejahtera I (KK)

Sumber: Profil Desa

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

1. Jumlah sarana informasi Pemerintah

Desa:

a. website

[y

b. media sosial

c¢. radio komunitas

d. koran desa

e. papan pengumumarn

~jo|lOoj~|O

N|OC|O|I N+

NITO | O|N |+~

NTOIO]|IN| -

wWl|ojlo N

wW|lo |l |Ww

2. Jumlah rata-rata publikasi program
dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:

a. website (kali per minggu)

b. media sosial (kali per minggu)

c. radio komunitas (kali per minggu)
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Indikator Tahun

2019 2020 2021 2022 2023 2024

d. koran desa (kali per minggu) 0 0 0 0 0 0

3. Jumlah Kelompok Informasi 1 1 1 1 1 1
Masyarakat/KIM (kelompok)
4. Jumlah rumah tangga yang tidak

memiliki fasilitas:
a. Internet 0 0] 0 0 0 0
b. Telekomunikasi 0 0 0 0 0 0

Sumber: Profil Desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 20 19-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa 3 3 2 2 2 3
2. Jumlah pemuda berprestasi:
a. Tingkat Kecamatan (orang) 3 3 2 3 4 5
b. Tingkat Kabupaten (orang) 2 2 2 2 2 2
c. Tingkat Provinsi (orang) 0 0 0 0 0 0
d. Tingkat Nasional (orang) 0 0] 0 0 0 0
3. Jumlah prestasi olah raga:
a. Tingkat Kecamatan (kali) 2 2 2 2 2 2
b. Tingkat Kabupaten (kali) 1 1 1 1 1 1
c. Tingkat Provinsi (kali) 0 0 0 0] 0 0
d. Tingkat Nasional (kali) o 0 0 0 o 0
4. Jumlah prestasi seni budaya:
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Indikator Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024

a. Tingkat Kecamatan (kali) 0 1 1 1 1 1

b. Tingkat Kabupaten (kali) 0 0 0 0 0 0

c. Tingkat Provinsi (kali) 0 0 0 0 0 0

d. Tingkat Nasional (kali) 0 0 0 0 0 0
5. Jumlah sarana prasarana:

a. Olah raga 3 3 3 3 3 3

b. Seni budaya 0 0 0 0 0 0
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa

tiap tahun:

a. Olah raga (kegiatan) 1 1 1 1 1 1

b. Seni budaya (kegiatan) 0 0 1 1 1 1

Sumber: Profil Desa

2.5.13. Pertanian
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan
masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan
a. Tanaman Pangan

1) Padi Ton 200 300 300 350 350 350

2) Jagung Ton 2000 2000 2000 2000 2000 2000

3) Kedelai Ton 0 0 0 0 0 0
b. Tanaman Hortikultura

1) Bawang merah Kw 1 1 1 1

2) Cabai Rawit Kw 0 0 0 0 0 0
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Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
3} Cabe Merah Kw 0 0 0 0 0 0
4) Melon Kw 0 0 0 0 0 0
5) Garbis Kw 0 0 0 0 0 0
6) Durian Buah | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000
7) Alpukat Kw 50 50 S0 50 50 50
8} Jeruk Kw 50 50 50 50 50 50
9) Mangga Kw 500 500 500 500 500 500
10) Rambutan Kw 30 30 30 30 30 30
c. Tanaman Perkebunan
1} Kakao Ton 0 0 0 0 0 0
2) Cengkeh Ton 100 100 100 100 100 100
3} Kopi Ton 0 0 0 0 0 0
4) Kelapa Ton 0 o 0 0 0 0
5) Tebu Ton 0 0 0 0 0 0
6) Tembakau Ton 0 0 0 0 0 o
7) Nilam Ton 1 1 1 1 1 1
8) Wijen Ton 0 0 0 0 0 0
2. Produksi Hasil Peternakan
a. Ternak besar Ekor 0 0 0 0 0 0
b. Ternak sedang Ekor 0 0 0 0 0 0
c. Ternak unggas Ekor 200 200 200 200 200 200

Sumber: Profil Desa
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2.5.14. Fasilitas Umum
Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas
umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum

Jenis Fasilitas Umum Tahun

1. Prasarana ibadah

a. Masjid 8 8 8 8 8 8
b. Mushola 24 24 24 24 24 24
c. Gereja 2 2 2 2 2 2
d. Pura 0 0 0 0 0 0
e. Wihara 0 0 0 0 0 0
f. Klentheng 0 0 0 0 0 0

2. Prasarana Umum

[y

Balai Pertemuan

o e

Sumur Desa

Pasar Desa

oo

. Tempat Wisata
Makam

o

o|loojocojojo}r
olo|Cc|]OC|OC| =
oo |OC|O

OO OO | O | =
o|lo|oclo|O+
CIO | OO0 | QO =

-

Jumlah warga/rumah yang belum
teraliri listrik
Sumber: Profil Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana
dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang
transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting
demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar
strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan
tujuan dan kebutuhan masyarakat.
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2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024
No Uraian Panjang (km) Keterangan
A Jenis Permukaaan
1 Diaspal 11 Duren
2 Kerikil/Makadam 1 Ngebo
3 Paving stone 30 Duren
4 Tanah 5 Duren
B | Kondisi Jalan
1 Baik 8 Duren
2 Sedang 2 Duren
3 Rusak ringan 2 Ngadisoko
4 Rusak Berat 2 Ngebo
2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024
No Lembaga Pendidikan Jumlah Keterangan
1 PAUD 4 aktif
2 TK 3 aktif
3 SD 5 aktif
4 | TPQ 5 aktif
5 Madin 5 aktif

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan
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Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan
1 Polindes/Pustu 1 aktif
2 Posyandu 8 aktif

2.7. Masalah dan Potensi Desa
2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus
tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut

menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala
dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1.

2.7.1.2.

Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Duren termasuk daerah agraris sehingga mayoritas
masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di
bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi
prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat,
akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga
pendapatan petani masih rendah.

Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta
Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan
kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap
penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan
berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup
memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan
perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes

Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100
%.
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2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.1.5.

Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak
sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses
informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat
dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua
masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi
tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan.
Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan
sistem pemeliharaan yang belum optimal.

Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil
dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum
mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk
dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi,
sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian
jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa
setelah Tanam/Panen Pertanian.

Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap
APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan
Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh

karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan
untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Duren memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya
alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat
ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup

baik
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b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

pemerintahan

c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi
a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan
2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya
a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset
potensial dalam pembangunan
b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam
pembangunan
c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan Kkerja di
berbagai lapangan pekerjaan
d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi
perdesaan
Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
1. Material:
a. Batu 5000 m®
b. Pasir 0 m?
c. Air 100.000 m?
2. Lahan pertanian 500 Ha
3. Lahan perkebunan 300 Ha
4. Hutan Desa 0 Ha
Sumber: profil 2024
Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia
No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
1. Penduduk dan Keluarga:
a. Jumlah penduduk laki-laki 3.365 Orang

39




b. Jumlah penduduk perempuan 3.304 Orang
c. Jumlah Kepala Keluarga 2.046 KK
Sumber Penghasilan Utama Penduduk:

a. Pertanian 1.800 Orang
b. Perikanan 0 Orang
c. Perkebunan 1.550 Orang
d. Pertambangan dan penggalian 0 Orang
e. Industri pengolahan 20 Orang
f. Perdagangan 50 Orang
g. Angkutan 4 Orang
h. Jasa 20 Orang
Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:

a. Lulusan S-1, S-2 100 Orang
b. Lulusan SMA 1.712 Orang
c. Lulusan SLTP 2.522 Orang
d. Lulusan SD/MI 3.940 Orang
e. Tidak tamat SD 432 Orang
f. Tidak sekolah 554 Orang
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BAB III
VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan,
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui
proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang
dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan
lokal desa.

Visi Desa Duren adalah ;

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DUREN YANG MAJU,
MAKMUR, AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT."

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Duren dan seluruh
Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu.
Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu ;

1.

Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam
mewujudkan Desa Duren yang maju, makmur, aman sejahtera dan
bermartabat.

Masyarakat Desa Duren adalah satu kesatuan masyarakat hukum
dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem
pemerintahan Desa Duren.

Maju adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak
tertinggal dengan desa yang lainnya.

Makmur adalah masyarakat yang mampu meningkatkan pengasilan
dengan dengan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi aman
baik dilingkungan khususnya dan desa Duren pada umumnya.
Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok
dengan pengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkunganya.
Bermartabat adalah masyarakat yang berpendidikan, berbudi
pekerti, dan beretika.
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3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai
pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Duren adalah sebagai berikut ;
Menjadikan Tata Kelola Desa yang baik dan bersih.
(Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai
tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan
yang baik bagi masyarakat).
Mewujudkan desa Duren yang adil, makmur,aman, sejahtera, dan
bermartabat.
Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan sumber
daya alam.
Pemberdayaan pemuda untuk berinovasi dengan memanfaatkan
potensi lingkungan menuju Duren menjadi desa wisata.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa
Duren yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaaan masyarakat Desa
serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No. Bidang Sasaran
1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan
Pemerintahan Desa tetap, tunjangan dan operasional

pemerintahan desa

2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan
sarana dan prasarana Pemerintahan
Desa

3. Pelayanan administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
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Pembangunan Desa

No. Bidang Sasaran
. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan
Desa (RPJM Desa dan RKP Desa,
pembahasan APB Desa, keuangan dan
pelaporan
. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa,
fasilitasi  sertifikasi tanah  untuk
masyarakat miskin dan bidang
pertanahan lainnya
2. | Pelaksanaan . Terselenggaranya pembinaan,

pembangunan, pemeliharaan dibidang
pendidikan

. Terselenggaranya kegiatan Polindes,

Posyandu, pembinaan, pembangunan
dan pemeliharaan bidang kesehatan

. Terselenggaranya kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang

. Terselenggaranya kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan bidang
kawasan permukiman

. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan

dan pelatihan bidang kehutanan dan
lingkungan hidup

. Terselenggaranya kegiatan bidang

perhubungan, komunikasi, dan
informatika

. Terselenggaranya kegiatan bidang energi

dan sumber daya mineral

. Terselenggaranya kegiatan

pembangunan, pemeliharaan dan
pengembangan kegiatan Pariwisata milik
Desa
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No. Bidang Sasaran
3. | Pembinaan . Terselenggaranya Kkegiatan dibidang
Kemasyarakatan Desa Ketentraman, Ketertiban dan
Pelindungan Masyarakat
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
Kebudayaan dan Kegamaan
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
Kepemudaan Dan Olah Raga
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
Kelembagaan Masyarakat
4. | Pemberdayaan . Terselenggaranya kegiatan dibidang
Masyarakat Desa pertanian dan peternakan
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
peningkatan kapasitas aparatur Desa
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah;
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
dukungan penanaman modal
. Terselenggaranya kegiatan dibidang
perdagangan dan perindustrian
5. | Penanggulangan . Terselenggaranya kegiatan dibidang
Bencana, Keadaan penanggulangan bencana
Darurat dan Mendesak | 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang
Desa keadaan darurat
. Terselenggaranya kegiatan dibidang

keadaan mendesak
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BAB IV
INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Desa Duren untuk mewujudkan sasaran dan
tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Insentif RT/RW

Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:

1)
2)
3)

Penyediaan sarana perkantoran/ pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa

c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1)
2)
3)
4)

S)

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
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6)

kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan, yaitu:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDesa

Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP
Desa dan Musyawarah Desa lainnya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
Penyusunan Kebijakan Desa

Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Koordinasi/Kerjasama  Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa

10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala

Kewilayahan dan Pemilihan BPD

11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman

kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat

Desa

13) Forum Pembina Desa

. Sub bidang Pertanahan, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Administrasi Pertanahan

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
Mediasi Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penetapan Batas/Patok Tanah Desa

90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa
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2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

8)
9)

Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/
Madrasah Nonformal Milik Desa

Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/
Madrasah Nonformal Milik Desa

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/
Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/
Madrasah Nonformal Milik Desa

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
Penyelenggaraan Posyandu

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana/
Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan
c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

1)

Pemeliharaan Jalan Desa

2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang

3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
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4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa

6) Pemeliharaan Gedung/  Prasarana Balai Desa/ Balai
Kemasyarakatan

7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik
Desa/ Petilasan Milik Desa

8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa

11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/
Gang

12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani

13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa

14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa

15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa / Balai Kemasyarakatan

16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs
Bersejarah Milik Desa/ Petilasan

17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa

20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen / Gapura/ Batas Desa
. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:

1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin

2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman

6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum

7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah

9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa

10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan

11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
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12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga

13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman

14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum

15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/
Permukiman

16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah

17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik
Desa

18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman

. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan
Hidup

Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

1) Pembuatan Rambu-Rambu di J alan Desa

2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika

. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa

2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
Energi Alternatif Tingkat Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya
Mineral

. Sub bidang Pariwisata, yaitu:

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
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2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3)

Milik
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,

yaitu:

1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/
Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan
Masyarakat

4) Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang

Hukum dan Perlindungan Masyarakat

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat

b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:

1)
2)

3)
4)

S)

Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan
Keagamaan tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/
Keagamaan Milik Desa

Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/
Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:

1)

2)
3)

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil
Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga
Tingkat Desa
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4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Milik Desa

5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa

6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga

. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:

1) Pembinaan Lembaga Adat

2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD

3) Pembinaan PKK

4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

5) Pembinaan Karang Taruna

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa

2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa

3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik Desa

4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/ Kecil Milik Desa

5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan / dan seterusnya)

6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat/ Nelayan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan

. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:

1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2) Peningkatan Produksi Peternakan

3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

4) Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana

5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/ Peternakan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan

. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:

1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
3) Peningkatan kapasitas BPD
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d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga, yaitu:
1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang
Disabilitas)
90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Koperasi
3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Nonpertanian
90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)
f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
1) Pembentukan BUM Desa
2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
4) Pembentukan/ Fasilitasi /| Pelatihan/ Pendampingan Kelompok
Usaha Ekonomi
5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan
Perindustrian

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa,
terdiri atas:
a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

59



01'8's"1 medisneq BIecss vsa(
BlO[BAS | ¥SIUEJV | 000'008'TTY » » M 3 M p M M unyel g | uang essg M M M M M 3 p» p Q UBUR{SIWAY] SIS[EUY UBp UBBRWI| S
(ot ndis ueyareousd uep
OT'8S'T | yesxmpnpusdey Bumua TesRIRASEN
eloroyemg | Bsa(QedV | 000°000° L1 3 3 » M p p p M unyel g | waingessg | M p p S M S p I 9 uerepeiuag wep weUNjnAud| ¢
01'8's'1 Bsep veywuLawad uedisreay
w[o[aXemg | BSIQEdY | 000°000°LT S » p p » p p M unyel g | uamnges:qg | p d d p d b I I 9 uep |senswwpe ueeopiuag| €
- a1t B89 [JOId UBIIYEINWIA] ﬁwm_wwuaﬂwvww
eojaemg | BSAQLdY | 000°009'LY b b Iy s M b r p |unyepg |uemgeseq | p | p 4 M} M LML FUMLP 9 Jueerepuad /ueunsniusd! g s rereouay
01'8's'1 wenpnpusday ‘aeynpnpuadal]
wvlojaemg | Bsadgdv | 000000791 » M N M M M p M unygl g | usIng esag M M M M M M M > 9 uep wnwn [ensiuNupe veweledd| 1 ISBNSIUTUPY IS
. esa( J0JUBY
elojayemg | Bsaqadyv | L99'999°92€ 3 » N M p M S b unyel, g | usmgesag | b r M p IS M pr 9 81'6 pueTeseld /Sunpen ueundusquad| €
B Bvsa(] J0jUBy
eoYemg | esaqadv | £€€ €€ €00 M M M M unyel g | uam(esag p M b M I M I I 9 816 vUBIESR.I] /BUNpIp UBRBYIRWI]| T
816 weyeuawad /veojuessad wsa( UeyejuLIawad
BloEMS | BSIAEdV | EEE'E€ET L8E I M » » M M M M unyel g | UaIng esag M I I M M IS M ™ 9 (dma) 1088) BUBIES UBEIPIAUS]| [ | BURJIBSBI] UBP BUBIES z
vsa(] rexdusliad UBp
vo[eems | Bsadgadv | 000°000°0v1T M M I M M » M » unyel, § | uaIngesag I M p» [ » » p P 9 81°€‘T1T eso(] erede)y ueyequre], ueuelunlL 06
BlO[o}BME | BSaQEdY | 000'000°0CZ M M I M N [ M M unyel, g | uaIng esaq M M I I I » s M 9 81'€°T'T M/ 1 jnussu] ueBipaduad| L
glo[oNemg | BS3Aedv | 000°000°CE M » » M M N M p unyel g | uaIngesag I M M M I I » p 9 81 3LV P
Blofayemg | esagadv | 00000882 r » N » » N M N untyel g | uaIngesaqg p M I M p M » p» 9 a1 Qnquye/seutp uerexed O
elopeyBMg | BSaQddy | 000°000°ZE M M A M M I M p unyel, g | uaIng Bsag » M M M » M » P 9 81 telojuesed uedexdusiied 'q
go[ems | eseaddy | 000°000'+9 M M I M M M M I unyel g | uam(g esad p M » M IS M » p 9 81 Tedei-tedel ederd €
w[o[axeAg | BSaqddY r 4 I I I I e b jungelg | wingeEsad | b é e I I r r r 9 G4 Tetioselad( UeeTpaAUsd] 9
“Ej6iEsEAS | ¥83EEdY | 000 009°681 3 F r 3 F Iy s T ngELy | oamaessg AR M Eop b r LR L LS ) IR AL g TeYEIang ueeIpesusd] S
BlojaeMS | BS2aEdY | 000°00Z°1€ M S » 3 p r r » unyel g | uemQessq | p r » » b M » p 9 8T Jedel-jedey ekerg 'y
wloyemg | essgady | 000°00¢'29 » » M M p N » » unyel g | uang esaq p M r N I N » P 9 81 sapuIod odsumy, uerjued B
elolaNems | 8S2aEdY | 00000081 b M M M p » » , | unyerg | wemgusag | A » Iy b IS » r » 9 F) JPuIuf ]
BlojeNEMS | BS2QEdV | 000'09S 01 » » N N 3 » p M unyeLg | uemgesaq | p r r b » » p IS 9 21 God{e1 /8] 3
wlolayBAg | BSaQEdV | 000°00Z°1S » p M M } » M M unyel g | uaang esag I M M M 4 » » P 9 81 gnquje/seulp uereed ‘p
vjopoyeas | esaggdv | 000°000°02T M p I M p M M M unysl g | uaIn( esaq I M M M I I ) I 9 81 welojueyied uedey3ualiad 3
vlo[oxems | esa@adv | 000 000700+ M » M » IS » M N unygl g | uengesaqg P » M M A N ) p 9 81 @¥dd wep 3d)d WNURIOUoH 'q
Bjojoyeas | €S2QEdV | 000°000°08 M M r » M M » e unyel g | uamnd Bsa( I I » I g A M P 9 81 MLV B
v8aQ
ejojaxems | wseqady N S A M p » IS M unyel g | usIng esaq p M r » M » r M 9 81 yejuLeway feucisesadp ueRpaiudd b
elofoems | esadedy | 000°950°592 p 3 M M » M M M unye], § | uain( esa I M I M I M » N 9 81zl uwelrasyedeuaay Srde 4
glo[oxems | esodEdy | 000°9S0°S9T N p M p I3 N M M unye] g | uaing esaq M M » N » » » ™ 9 8I'E'Z'l uereyasay srdd B
esa(l 1eBuetad wep wsaq weday
vlo[ayemg | Usagedv M M I M M » M r unyel] g | uaIng Bsaq I N I I L I I I 9 81'e'e'1 8eq (81508 URUNIEL UERIPIAUG| €
wsa( Jesduelad weduelfuny e ERQNWMNWMM
wlorBMg | ¥seEdV | 000°'000°9SY € p M M M p M M M unyel g | uvamgesaq | M r I I I e t r 9 81°€C'T uep deja], Uepseyduad ueepakuad) ¢ wsp weBuefuny, ‘dual
esa( eredoy uwelusfuny wenseyduad efuereg
- - - - - - - - unyel § | usngesag - - - - - - - - 81Tt wep deja], uenrsByBUAd ueepakusd| 1 uerrelfusradusd 1
esa(] HeyesuLIawad ueeredsus(piusd 1
LT 92 ST (4 £2 [44 j4 0c 61 81 L1 91 ST 1 | €1 | @1 i1 | Ot 6 8 L 9 S v 1€} [4 1
u Toquing (dy) qepunp 8 P 9 S [ € Z 1 uep /Ma/ 1 8 L 9 S v € [ T unyey, |-o3 Bsaa Tejeiday] / WeIs0id ereN 1 — guepd
BRUBSYBA] ueBABIqUS] mwnjoA uererdoy Supswxy |s,0qs 8u
Brod 1aqumg uep vielg Uwetnfesd (-o) unye]) UeBUBSHE[I] TEM ueeIneLd 188307] g-1 o) unye], usmde) 19dre] weg |[nINpUIN uejeiBay SIuaQ/Bueply ‘ON

LZ0T - 610T NNHVL

(YSEQ Wrdd) vSEQ HVONINIW VIDNVI NVNNONVEWED VNVONTA NVHYENAHd ARV

AUNWIL VMVE
MNPNVON
NVHVMVS

NIENa

ISNIAO¥A
NALVINGVA
NVIVINVOEI

vsad

9L . wiod



81 88
wlopsemg | BsoCEdY | eeeeEC el r S M M S S M M unyel ¢ | usangesag M M M M M M M M g seyey uesedouad uep uedejouad| 06
81
elofaems | BsaqeEdy | EEEEECET p M M M » M M M unyel, g | udIngesag p » M M M M » 7 9 wsa(] yeus], 40784 /sered uedejouad| L
81 (ggd) veundueg
wlojayemg | BS2QEdV | 000°009'621 » M p IS r p IS p unyer g | wamgesag | M p S p p S » r 9 wep rung efed IsensuWpy| 9
eloleyemsg | BSOQEdV | 000°000°ZE p » IS 3 p p M S unyel g | usngesag | p M p p p M » IS 9 gr'ot ueyeUBLIa] UBYnMAU| ¢
elopYess | 8530edY | 000100008 vl Lol a0 [ p L p jowesg|uomgessg |0 | b LML M LM LR LD v weyEUELIad HIGUOS ISOIPON| b
91°01 upIS{A 1B BIeksEN
ejo[jesg | esaQEdy | 000°000°021 » M M » » P M » unyel g | usingesag M s » p p I M M 9 jraun yeus] NS ISelsed| €
eoleseag | B82QEdY | 000°000'2E p p B M M r r 3 unyelL g | usimgesag | p » p p b » M 3 9 81 UBYBUBLIS] [SBNSIUIUDY| T
eoeyemg | ¥seEdV | 000°000°09T M M M M M M M M unyel § | ulIn( esag M M M P » p M M 9 st esy(] se) yeuRy meynes| 1 UBUEUBLIS
81
wio[emg | 8s3QgdV | 000°000°891 » » A M M p A p unyel 8 | uaIng esag M » » » » » M P 9 ‘LT9TTT wsa(] BUIGWA WI0]| 16
Bsoq
81 Jey8usIag usyBNduUBlUI] ISESI{EIS0S
BlolayeMg | BSaQgdY | 000°000°0ZE » M p S 3 p » S unyer g | weangesag | p p M » S N M » 9 wop uesuBsyeRd weFunyndg| 06
882
g equio] pryjBuawl ursrep uadurnuoy
i uewLrduad uep usyeie[Imay
elopemg | essqadv | 000°000°091 A M p r r p r p |woyeyg [uemaeseg | p | M | M LM LM LM LM LR 9 Tejus Bquio] ueBredBuslRAUSd| 11
add
a weyynwag uep ueyeLema)] vreday
! weyTTma  ‘SSPRAILd ISBSIETS0S
elopaemg | esa@gdy | 000°000°0T¢ M p» s M M N M M unyel g | usingesadg M P » M ) M p P 9 uep uesuesBRg wedunyng| 01
BS9(] reunsusquisd
8T°LT uep weywuoWad Uesredduajeiuad
vloemg | esegddy | 000°000°SE » » M M » M p M unyel g | using esaq p M M » » » » I 9 Buresef1a)]/1SBUIPIOOH | 6
esad
Blo[ayeag | ¥sadddv | 000'000°09 M » s N M p M » unyel g | uaing essqg r » M » M I pr r 9 81 issuLIoju] WAYslg weduequaduad| 8
8
wlojoyEMg | esaagdy | 000'000°2E M M M » M p N M unyel g | uding esaq p » » » M » » M 9 T'L1'01°S addTl wep QddiT ‘Add1 ®
Bsa(
R m . [ TByEIULIOWI wesregBuslafuad /esod
1°21'01°S
elojoyemg | BS2EdY | 000°000'8Y » r M M p » p p unysl g | uamgesaqg | p p p M p p p p 9 epeda); ueiode] uBUNSNAUS]| L
8
eopyeng | es90GdV | 000°000°CE 3 » P » 3 3 p p |unmyarg fuemgesea | p | M} MG ML MM LML 9 |rsrvior's|  sopesag/sepred ueunsnduad 8
8
elojeemg | BSaEdY | 000°000°H9 M » M M » p M » unyel g | uding esaqg » » M p » » » M 9 T'LT°0T'S Bso( ueyefigey uBunsnAuad| 9
8 B¥Ea(] J98Y UEIB[IUa]/I188sLrBIusAU]
eopyems | B83QEdV | 000°000°0Z1 M M » r M p p L junyepg |uamgesaa | p | A 4 M UMMM PP P 9 |vir'or's /isensiunupy /ueejopduad| ¢
8
elo[eag | esaaddv | 000°000°+9 M N J M M M M M unyel g | uadngesag M P M M M M M i 9 12101 esa(d gdv 419
8
eloeag | BS3QadV | 000°000°0Z1 M p r » M p M M unysl g | usingesag M S p p p M » P 9 121°'01'g| ueyEqIUad ¥seQ Gdy / €830 GdY '8
elO[aBMS | BSQddY M M M M A N » » unyel 8 uaan(g esag » N » 3 M M M P g 14y %: i ueBuend) uswnyoq ueunNsnAudd] b
elopedems | BS3(EdY | 000°000°002 » 3 » » M p M M unysl g | uamqgesag | p M p p » r p r 9 rinTie 883 I3 ‘9
eloarems | Bsoqedv | 000°000'ST p p M » M p p r unyelLg | usmgesag | p p p p p b M r 9 izt 8830 WO B
elopeAg | Bsagddy S M M » M N M M unysl g | udIng esag M i 3 M M N M M 9 14y «w..: .| UPEUBOUSIY] UAWINOQ usunsniuad| ¢
elo[eyess | SIqadY | 000°000°2¢ p b 3 b b t p by |voueLsg |uwemaessg | p | m L op | P LM LM LML 9 liorarie BsaQ BNqUIRY 'q
elojayeasg | wsedddy | 000°000°9S » M M M p 3 M » unyel g | usingeseg | p p p p M , p I 9 L ringic unsn( yeseseASni B
elooYemg | BSa(IEdV N M » p 3 M S 3 unyeL g | uangessg M M M M M M » + 9 14y %:1 <] ¥ssd yeremeisnyy uearedduapiusd| g wezodead
elojaeag | esadddy | 0000008y M M M M M » M M unygl g | usingesag p» M M » M M M M 9 14 qw..:.a STSNyY] BS3( YBIemBASI] "2 uep veSuensy|
elopyemg | 8se0ddV | 000°000°8Y d p b d I Lt b p unyeL g | wmqgessq | p I I I p hd p p 9 riate Bsag Juequasniy -q ‘UgeUBOURId]
BlojaYesg | BS3AEdY | 000°000'8Y M 3 r p b I3 p n |unyeig |uamgeseg | p | M b M} 4 L M LML M LP 9  [iormre ©s3(] YRIBMBASTIA B ‘weyBupawed
eloaNesg | eseqddv p M I M » M » » unyel g | usang esag M M M M » N M p 9 14y awa: o qeremeisny ueeredduajofuad| 1 efld vleL
uedisreay
o1'‘s's't uep ¥nspels ‘Tdis usyeeousd
‘uegnpnpusdoy isensiunupe
vjo[eeMg | B82QEdV | 000000091 M M M M M N M » unyel g | uamg ssag M M » » M » M P 9 Suepiq qns BAUUTE] JNRACUL URIRIEIN| 06




9 (Ee) wired wdreny
elopeMg | B89ALdV | 000°000°0ZT p p p p p p p r unyer g | wemgessg | p | p [ Pl p 9 T'IT'OT'Sjenig  eje  wumesiog  ueyhseduad) 9
L9 wsap 1BAun (AN
eofemg | €89QEdV | 000°000°2€ M r p p M p p p unyel g | usingessd | b r LA P Pl I3 9 T'TITOT'Cfefoway wyers Suvled UevuUqWad) S
9 UeIBYISIY
elotadfemg | esaqddy | 000°00T'S1S » p p p p r p p unysL g | uamgesag | p P p o p p I 9 1'11°01'c [eBeIS BsaQ uvesgdBuspphusd| ¥
9 UeTBYasd)
Blojoemg | BS2QEAV | 000°000°Z61 p M r p M p p r unyep g | wsmgesag | M | M | p P Iy M I 9 |T'rt'or'c[Suepig weypeled wep weynmniuad| €
BlopeMg | €83QEdY | 000°004'8LL°T | r r S M p p p unye) g | uamgweseg | p A p p P 3 r 9 ﬁ.:_m_oﬁm npueksod ueeresdus(alusd| ¢
L9 esaC] AN S2PUNOd /(D)
elopYeAs | ¥820HdV | 000°009°SH1 p p p » p » b p unqerg | wemgeseg | p | M fop LM LM M LM P g |VTVOI'Efgsaq ueppyasey sod ueesesBuapduad| ueyeyesay| ¢
‘ esa(] UsNIplpuad sueplg
vlojoemg | wseqddy | 000°000°0ST r M M p p p p IS unyel g | usangeseg | p p r [ p p r 9 vl qng 10 eAuUUre] Jesou] ueiedal 06
. T i5e1891Iod/UDTST| |
BloEYEMg | ¥89GHEdV | 000'000°082 S p p p P » p b unyer g | uangesaq | p [ [ r r s 9 6 Basig feq UexIppuad weSuning| 01
B Tefejag Uep 1Uag Jessues
vjoeeag | Bsagadyv | 000°000°0T p r » p p b p p unyey g | womgeseg | p R » Py p P 9 6v ugemquIod uep ueduequalusd; 6
wjopexBag | BSIaady | 000°000°96 p M M p » S p r unyer g | wesngesag | M | M| O M b p p r 9 6%  |esoq s weeEssndiad vewjopdudd| 8
B89 N Jelelod Jeasues
O1'6% /esaq uesdeqg weure], /uesyeisndiad
gueIESE]d BUBIBG U8]
woYBMs | BSaQEdy | 000°000°0Y » » p p p » r S vamqgeseg | p ML b r p rp exBuruad /1SeIqeysy / weunduequisd| L
Blo[osemg | esa(adv | 000 000°0ST r 3 r 3 Iy 3 3 r angeLg | vemgesad | M | M | M T p [y r L~ El 016 ¥ qisey eennN Anvd §
Blo[oNEAS | sadadv | 000 0007051 r r 3 r 3 F b r ungelg | semgesed | p | M b r RN Iy 5 01°6p 7 eyuereuLBy( AL 9
FloeMs | weaedv | 000 000°0ST N 3 N K r r r 3 UnyBLg | demgessg | M | M » N N 3 r |~ 9 016 ¥ 1 sjuesemieyq il P
B[ojoNuAg | ¥sadadyv | 000°000°0ST K F Iy b F r K b unyeLg | vengesed | M § M r r r LK [y 3 9 016 ¥ R0 dnvd 2
BlO[os[eAs | ¥so(adv | 000°000°0ST » £ £ K » [y 3 r Thyslg | veangesed | M | b r M T F T K F 9 016F 7 epung umsey anvd 4
Bjoems | eseadv | 000°000°0ST r r K Iy 3 3 r r UnyeLg | uangesed | M | M r M M TP T K v 9 016V T epund qisesl dnvd
+ESI SN
Tewiog-uoN esespeN /OdL /VAL
o1'6' /vdl /3L /anvd (3dv) JweAnpd
w3eiod e[V /euBresel]/euereg
uwepeduag/uel
e[opEAg | esaadady p 4 p I p r I d uam(q 883 exBuiued /1seniqeyay/usunduesquad| 9
BlojoNeAg | esadady | 000 000°8% A r r 3 N 3 & r Gnye], g | uengesag | b r 1 r 3 1K r | r E] 01 6% sy wBNnN anvd J
V[o[oemg | esedadv | 000°000'8% 3 3 r r » ~ Iy ~ Tnyel g | vusangesaq | p r » r rp N ~ 9 01°6'% 7 esueneuLIByQg AL 9
BlojoNeMms | 8sadadv | 000 0008 » F r 3 3 » [y 3 UhgeL g | uesng essq | ) r F F L L T 9 016" i cpaemeniieyq il P
vioesems | eseqady | 000°000'8% N r 3 ~ ¥ S r 7 unqel g | vadngesag | M » M Iy M r 9 016 ¥ B1R) Arvd 2
BIO[oNems | esaiadv | 000 000'8% r r r S I3 F K N Ghige], g | uengesaqg | b [ S L r b F 1 p 9 016V Z epund qisey aNvd 4
B[ojeNoMms | esadadv | 000 000°8% Iy r K 3 » ~ r N Tagel g | veang esed | b LK 1T r T p L 9 01 6% 7 Bpung qisey AOvd ©
0T'6' BSa( HHIW [RULIOM -UON
yeseipe/OdL/ViL/vdL/ML/anvd
gopeyemg | esadddv eueseseld UBp eueIeg uesreyipwad| S
Blolosems | ¥seQadv | 000 0007+ r r F ~ r r iy r WAqeL g | uengesed | M T F r z 01°6'% E5a( 18011 4
BloleneAs | esedadyv | 000°000°8b N 3 N K S S r 3 Unye], g | vemmgesag | p r r 1 p r X 3 E) 0167 BSo( ugenReIsndiod ©|
esaq AN Jeferog redBueg
Jesa(q uesdeg weure] / ueeeisndiad
Blojxemg | Bseqgdy » p M p r M p p unysl g | vamgessg | p r p p p M Lr A 9 BuURIEsEL] UBp BUBING USBIBY(AWL | ¢
- oT's' T ereAsely Heq ueypipuad
vlopyemg | ®saQddv | 000°000'+9 » p b p » M M p unyer, g | uamgesag | p b M PA M LM r 9 ueyneled wep ueynniuad) €
elotedfems | BSeaddy | 000°000°211 M p » IS IS S N p unyer g | usmaesag | M » p M S S r IS 9 o1's'y anvd ueeredguaeduag weduning; ¢
N oT'6 anvd uee[opaudd
elopsesg | eseqadv | 000°000°0ST p p p 7 r S r p unyeL g | udangesag | M p y p plM P Lp 9 uBp UBBUIQUIA] UTe[-uler] '3
Blo[oNEAg | esoaady | 000 000°bY1 3 3 b 3 F S 3 r GagqeLg | vemmaesead | L | M | M [ M UM LM E ML £ 016 ¥ Tifivd seidieg usnjued P
BloloNeAs | esaQadv | 000 000'8% r ~ r r N r r r UtiqeL g | veangesag | M | M 1 M MM T M ~ 1 9 0T 6% Tehoisesad( uenjued o
Blo[oPAg | €soQadv | 000 000021 S K [ 3 » 3 N K~ onqeLg | uemawsed | p [ M | M [ M T M T M LML E 9 016" —urede.eg Uereied q
Blorfemg | eseqadv | 000000 +0T 1 [0 r 3 r » r 3 r whyerg | vemaessd | p (M | b | M [ M L MMM g 016 ¥ ~Fel6gusd J0UOH 8|
oT'6't Bsa( HHIW [ULI0d-UON
yeseIpey/OdL /VIL/vdL /HLl/anvd
v[opsesg | BSagadY wevopeduad uep wesuquad| 1 usyprpusd| 1
wsa( ueunduequod Ueeussedd
000°2Z8°290°01 1 ta_yepwng




SI'11'0

Gpiotad, ey, Byes
Blo[eNBAS | ¥8IdHdV 3 » M » IS p 3 p|unuelLs uarn( es3d » r M M M M 1e'8's’e uerep unyeyButuad/ weundusquiad| 71
ST11°0 Fuipeseduy
Blo[ems | e8ddgdy | 000°000°¢L1 M M W 008 M M 1'6'8's‘e Fuen) usle, Ises@ulaed "4
ST LU
wlopaesg | Bsadgdv | 000°000°8LT M M ZW 008 uaang esag M p 1a‘q'eie ofaspep Suep ueper wusBued 3
=L LEU
eloEYeag | ¥8adddV | 000000621 M M Zw 009 uaImn(g esag [ M 1'6°g°e e axostpesy Buen weper isesBulaed §
St LU
eopyeag | Bsaqdady | 000°000°6C1 M M W™ 009 uaingg esag M 3 Ty Wiey, Swep uerep sesiduned 2
1L
vlo[exemg | BSIddY | 000°000'10€ M M W 00Pb1 uaing Bs3ag M M 1‘6'RC‘e oqaBy Buey ueer IsesBuLEd
LAY
ejoraxemg | B8a(gdy | 000°'0SZ 165 » » ZwQ§Lz | wemngesag | p M L'agia's ueyrdng Suen wersr Suiaed q
LY
wjoeemg | essagdv | 000'0SZ°062 3 S gwogel | wemgeseg | p IS L'ERGE owog Suen werer Juied
m.ﬁ M 1 m .mv Suep /rewmnmiad wredunyaur]
wjojaeng | BSIQEdY M M 3 r r r p p junyerg | wemqeseg | p r 3 r 3 S 1'6'8'S’€|  werep weyeyBuiuad/ veunsuequad| 11
ST ITU
wloasemg | Bsa(dddy | 000°000°TLT M M W 008 uamq esag M » 'aRia’e wepeseg ese( werep Sujaed 3
SUITU
viopeyems | eseqddv | 000°000'85C M N €W 00T uaing 8sag s p 1'6'R'GE uey@ng esaq uem( 3uraed'q
SUITU
vloeemg | esadddy | 000'000°10E M N Zw O0v1 uaing esag 3 M 1‘RRCe ouzog ©8aQ weer Buped 8
ST1T'0 B§2Q
BIO[OEMS | BSIGEdY I r b r p b r p | ungerg [ uwemqgessg | p | M Pl MMM 1'6'g's'e| werep weyeyBuruag/ UeunsuBquiad| 0T
STI1°0 Bsa( selag/einden [UBWNUON
elofexemg | B8adEdY | 000°000°0v% unyel g | udin( esad M » M I I » 1'6'8S'E upereyyIuad; 6
S11I1'0
B[o[aYEMS | BSI(EJY | 000°000°0L1 M M M M M M p M unyel g | usang esad M » M » p M 1'6'8's‘'e B8 MW Sunquiy usessyidwad| 8
P ©5a( NN Uesenad/esed
EARIA SN qeselsIog sTg/esad
vopessg | Bsagadv | 000°000°001 M P I p I3 » M p o |unuelL 8 uarng esag p M p M M M FIN UBUrexswad UeBIBIHOWA]| L
- SULT'0 | uspeyeredsewoy feed/eseq g
wlojeyemg | BSeCtdv | 000'000°0ST » p N » M » M p |onuerg | uvemgesag | p M » 3 r r 1’6’8 ueese1d/SUnpsD UeeIBYNoWad| 9
ST'I1'0 CENT
soEyeAg | ©8eQEdV | 000°00S LES TW 00S¢ | using esadg 1'6'8'S'E ue[ep BUBIESEl] UPEIBUIaWS ©
STl 0
violeemg | Bsgddy » M M p p M M M unyel 8 uan(g vsaq » M p M > N 1‘6'8's‘c | ®so(g uele[ vUBILSBI] ugBIeUIoWad| S
ST110
woEyeas | vsaddyv | 000°000°089 un 8 uainQ esag 1'6'8‘s'e esa(] Uejequr UrareIdwad B
ST 110
o[eMg | ¥83QEdV IR T T S SO S S O S N L L S L [ S r'e'ge’c|  esoq N Uerequiap useRyRIwad| b
STI10
wlofeqemg | 88a(gdV | 000°000°S+9 W 000€ uaing esag 1°6'8'S'€ Tue], Byes() Uefe[ ULEIelTowsd 8
STIT0
Blo[ENeng | esAEdY 3 b M p M M r p |lunyerg | ueangeseg | p | P r r p p 1'6'8'S'E TUB, BYEs(} UB[el UBRIBYI2Wad)| € |
ST 110 ~BapesPdwy |
wlo@Yeag | esedddy | 000°0SL 6€1 » M Zw 0S9 uarngesad | p p 1'6'8°S'E Suen uee( UBEIBUMIWSd 8
SC [L U
BjoedEMS | B82(IEdY | 000°0SE16S p b zwogLg | uemgessg | p p Leaice oqasN Suep ueper wesidued 8
STT1°0 Juen /urewrpnuLiad
B[oeMg | BSIQEdY i b L i i I ; p|unuEL8 uaang esad I3 p b p p M 1'6'8's‘e uefunydur] ueps UBRIBYLIWA]| T
GiosBued) treAlg - uaing
wlo[axesg | BseagdVv | 000°000°0EY r M M » b ja M p  |ewm 000z | ueang esag i M esaQ ;ejuy uerep weunfusquiad q
eloloxems | BSeQEdV | 000°0007009'1 p p M » p b p b [ew 000§ | uemgesaqg | b p M p M p EpREAA s3] UB[e[ U¥BIEUTIWad B8 Sueny ueeIBUad
eloleyemg | 8SAAEdV M » M p p A M » uamgesaq | M b b M M M A Bea UR[er Usereqjewad| 1 | Uep wnwp) ueelsysd
9 |ra(] UBjeyasdy suepld
elo[oxBME | BS2QEdV | 000°008°ZLT unier g | uamgeseqg | p p r PLb M 1'iior's qng 1q BAuure] Jaesou] ueeidad| 06
6'c id/sspurod/npuessod
BueIesel]/euareg UeepeBuad/uel
elo[Eems | BSaEdV | 000°000°80S unysl g | uengessq M P P M » » BxBuruag /1seNjiqeyay/ weundusquiad; 6
9
wlofeyemsg | Bs2dEdY | 000°000°091 unygl g | uaImn(g essg M M p p p » T11°01°E sapuriod ‘q
9
eloemg | BSadgdy | 000°000°091 unysl g | uaing es3g M » g I M b TIT'0L'E npuedsod "8
9 ayd/sepuriod /npuedsod
wio[emg | eseQady unyel g | uaing 8saq p » M p » p T'rror'e BuURIesEI] /eURIeg UBRIEYNAWad| 8
9 TEUOISIPB], UeIeyasad]
gloemg | eseqadv | 000°000°vC unyel g | usamgesag | p p r p p p 1'1T'01'c|[efedn wesemeBusq wep ueeulquUad| L




WeID[ UL /8530

stT'er'el yedureg wee|ojeduad
vlojayemg | es3agdv | 000'000'801 M M S S M » r p _junuel g uaangesag | M S » p » p p r ‘11'6'9° | seamee wereBuueg /ueundusquiad| ST
-3 81 A wnwmn YOW/wnwn vequie
vlojayesms | wsaqgdv | 000°000°801 » » » S M » M p |unyers | uwermngessg | P » p p r 3 p P ‘11°6'0' | seamse, ueyeaBuiuad /Ueunduequad | v1
ST eret TRUIDITIULIS]
volayeass | Bsadadv | 000°05Z°L9€'T M 3 , M p M IS p junyelg | wamgessq | M p p p S 3 p r ‘11'6'9° | 1seyueg ueyeButuag /usun3ueqUIsd| €T
efgue],
sr'et'el yemmny 9 yrsieg Ay usSunquieg
eloexeMg | Bsaqady | 000°005°269'S M M r p M p M p |unyerg | uwemgesaq | p M p A p r p M ‘11°6'9'€ weesdutuad /ueunduequad) 1 |
STET'2l 8o AN WISIag SV
vjojexeamg | B8adddy | 000°000'v9 IS M M p » » M p |unuel g going esag | p p M p M p M & ‘116'9'c | Jequng weresBurusg /ueundusquiad| Tl
ST'et’el tedessy
wio[feas | vsaggedv | 000°000°00€ S M S M p M p ) junuel g uaIng esa(g 3 M M p M M M S q1'6'9'c | Jnwng ueleqduruad Jueundusquiad| 0T
sterel Bsad AN JBUV urealdg
vpopaseag | vsaaddv | 000°000°08 » p M M M » » M |unueLg uomgesog | p M [ p M M M » ‘11°6'9°E weure/uewe], USBRYIIWI]| 6
ST'Er'el yBqui 1Y
vjoNems | 883(QddV | 000'0S.T8 M M M M b r » p |unyel 8 uamgiesag | p r p » r M p p ‘116'9'c| ueBuenquad WNSIS UBRIBHIRWA]) 8
ST'el uemnnwied/esaq yedures
vlolayeag | vsaaddyv | 000°000°2S p M M M p p p p |unyerg | wemgesag | p S 3 p M S p b “11°6'9's| wewoeBued SEIISE UERIBYHSWA,| L
) ST'ET wnwm JOW/wnun
vlolayesg | wsaagdy | 000°000°09 » r M M M p M M |unieL g wamq esaq | p S S M M M p 3 ‘11°6°9'E uBqUIEr SEW[ISE URIEYHIWSd| 9
STEl
vloeyesg | ¥sa@gdy | 000°000°€EYE p » p p S , p p |unueLg usngesag | p M p p » p p r ‘11'6'9'c | uUeumYnULIA [SEIIUES UBSMYIPWId| §
ST'el w3gue], qewny 91
wioeyemg | vsegedv | 000°000°0+0°C p 3 » M r J p M |uniel s usmgeseg [ p » p » » M p r ‘11'6°9'c | yiszeg Jiy ueBunquIeg UBBIEUHIWSd ] ¥
ST'el Bsad M
elopyemsg | BS3QEdY | 000°000'SS M M M M M M M p |unuer g uam(g esag M M M M M M » M ‘11'6'9°C yrsseg JIV JoquIing uvereynowad) €
ST'el 8890
eopyesg | Bsadedy | 000°000°08T M M M M M I M M (unuBlL 8 ua( esag M M M M p p M M 16°0°c | MmN vedesey snumg usereylaWad| ¢
ot NIVO (I 1LANGNH HoAe]
ToT'sT Nepl, yewny geyay/veunduequiad
wlofoemg | essaady | 000000008t M M » M M » p M |unyeLs uan(] ¥sag M p [ » [ » M g ures8o1d ueswesselad wedunsyng| 1 | UBWDNULS ueSEMBI]
Freny
ueeiBUad UBp wnwy ueelaed
vlo[aeMg | BSSUEJY | 000'000'SE M p S M IS M 3 A {unuBLg uamq eseq | p p p p p p p p 91°01‘1 | Buepig qns vAuureT Jpesou] URIBE | 06
83(] S€19g/BIndeD / UsWnUON
elopPYesg | BSadgdV | 000°000°0€ p M M » p 3 IS p |unyeLg | uemqesaqg | p p p p b p M \, 81'6 weNIqeYay / ueunduequiad | 07
B8
ejoeYesg | eseqddy | 000°000°08 p 3 M M p p p M unyvel g uainq esaq | p p M » r s p S £1'01'6'8| Sunquiz weupqeyay/ weundusquad| 61
983 SUBNY BIBL,
eloleems | vsaqddv | 000°000°09 M M » M » S p M unyer, ¢ uaing esag M » M » » » » M QT‘01‘1 | uewuwOULIa] USLINNO] wgunsnAuad| 81
BFo(] [GISOS UBP UeAB[IM
vloemg | esadgdy | 000°000°02 p M M M p p M M |unuei g uamqgesag | p r p p M S M M 91011 ®1ad UBIEEINWA]/ yerenquiad| LT
ueseod /8seC AN Yerefasied
snyIg/8s9(] NHIW Wewresewad
Blofeyemg | vsaqadv | 000°000°0Z1 A S B} M I3 p S p _|unusLg uamgessq | M p p r p » M » 81°91'6 seiqeyay/veunduequiad | 91
SIIT0 uereNeIeAsewIa)] rered/esed
elofaxEmg | Bsaagdv | 000°000°021 A M M M p S M M junyeL 8 uaang esag | p b M p p p p » 1'6'8'S'e rereq 1sBNNIqEY/ veunduequiad | 61
ST'110
vlofaXemg | BSeEdV | 000'00€'€ST M p TW 00L uomgesid | M b 1'6'8'S'E Bupresdury usrep Ldl J
S1'11°0
eloPNBMg | BS3QEdY | 000'008°298 |3 p W 00%1 uarmn(g esaq p M 1‘6‘g‘s‘'e oyosipedN (U Ldl/weSussBuald 9
ST'IT0 ueyng
eloleNeMg | BSAQEdY | 000°0S0°S M p Hig 0 uaimng esag p M 1'6'8's‘c | unsnq Sucion-sucton usepeduad p
ST'TIT0
elofademg | Bsogdady | 000°001 261 p p TW 006 uomq eseg | p p 16°8'S'c 8L, ynyng Ldi/uesussdusid 0
STI10
wloleyesg | sadddy | 000°00€°€ST » M W 004 uamgesdq | M p 1'6'g's'e | weuidng unsng 1dl/ueBuesduad q
G110 ueneyed
eopyemsg | Bsaqddy | 000°002°SLT p p TUI 008 uaangesag | p S 1'6'8°s'e ynsmQ 1dL/wesuesasdusid 8
STIL0 ¥Ba( Uee( euBJeseld
Blo[oXeAg | BSI(EdVY p M A p S M r p |ungel g uamngesaq | p r p p p 3 M b 1°6'8'S'E usjeyuiuag/ veundusquad| vl
m.ﬂﬂiw Bsaq YA Uerequap
elopesg | wssqady | 0007000058 » s A » A 3 » » jmuns wemgeseg | p | M | MMl p ML p LS resse werexBumuag/ ueUNFUBqIAd| €1
BoEms | ¥S9agdy | 000°000°098 zuoooy | wemqgeseg | p | p ep | el eyesn user weanBusquad 8




elo[osemg

esagady

000°000°09

unyey, g

ueng esed

LT 1Ty

B6a( B30 e[eds BuBduag
deS8ue /ueedersdelsay eYNERd

vlojayems

8sagddV

000'000°'S¥

unyer 8

uaing Bsag

LT 1Ty

JepeseiseIN
ueBunpurad Uep ‘UBQRISIY
‘TeuIenus)aY USBUIqiUad 1SEUWIPICo}

BIO[OYEMS

ese(ddv

000000 €1€

unyel g

uam( esad

LTIy

{esop sewuIpeg) BSIQ HEIULIdWAd
Yoo UeqIINI)j/UBUBUIEa)
vBeuay sensede)y

weyexBuruag uep ueenduad

erofemsg

esagady

000°000°0L8

uniel 8

uan(g esed

11

vsaQg UBUBLIBSY]

000°0SL'¥9L°9E

s80d wevregsusjoluad /ugepeiuad| 1
BEo(] UETH{eleAsewa) WeBUIqad

BsyereASEN
maSunpumed

uBp ‘Wnwf) WeqnIadY

‘UeuneIsludd)

i

eo1emsg

Bsa(ddy

000°000°0€

unyeL 8

uam(g esa(

6'8

SesmLed

Fuepig qng BAUUNE jREAOU] UBIEEAY | 06

B0 EMS

BS(JHdV

000°000°001

unyey, 8

uaan( esaqQ

B89Q

xSy, wresmmined usluequioduad| €

B[O[}BMS

8saggdy

000'000°00%

unyey 8

uain(g 8sad

68

NN EjEsmIe] BURIBSBL] UBD

BIONBMS

esagddy

000'000°0Z1

unuyer 8

uain(j vsaq

6'8

Buereg UereNBUTUS{ /ueunduequiad| g

SS3(] TN EIesIaLed

BUBIBSE]] UBD BUBIBS UBBIBY(OWAd | 1

BpespLed

L G

vsa(ady

000°000°0S

unyel 8

uam(] 8saQ

91°L

esouny wAeQ Jequing uep Biouy

Sueplq qns BAUULE'] JNBAOUL useida) | 06

BolOBAG

esagedv

000°000 8¢

unyel 8

uam( 8sad

B85 JeNIUR JHRUWIANTY
BIroug wueIesBld UBp BURIEG UB)

BIO[PHBMS

es3(ddy

000°'000°CT

unyey 8

uaand Bsag

exBurued/1seyIqeyay / usunduequad; g

vEI

eURIESB1] UBD BUBIEG ﬁwaﬁ_uﬁum 1

Texouli eAeq

Jequing uep B1oUFR

vlolNEMS

vsa(ggdy

000700008

unyey 8

uam( esag

L BNeULIOJU]
wep ‘iseUNWOY ‘UeBunqnulad

Suepiq qns BAuure’] JIIeAou] ueyerday | 06

elo[aseng

esagady

uniel 8

uang 8sdd

vea(] swlIodsuBl] UBP

wuBIEsRI] UBD BUBIES U¥EIBYldWad| §

elopemns

es3(qadv

000'000'STE

unyey, g

uaan( 8saQg

FueD /
esa(] uB[e[ WesUBISUd] ueepeludd ¥

BlOPYEMS

vsa(JedV

unye, 8

uaing esag

wsa(] 1sesrodsuel),
wueIEsl] URp BuRleg weepeluag/ue}

exBuiuad/Iseliqeyay / usunsuequiad| ¢

erojasems

Lailetzi\)

000°000°'St

unyer, g

uam( esaq

@8aQ [9N01 ISEWIOJT]
uep weNURWOY [serEisu] /weBuLrey

uerenquIdd uep uvejoBuad| €

BIO[EME

esagddy

000°000°¢1

unyeL g

uaing esaq

eseq

Hqnd Isewroju] ueereuseiusd| ¢

BlO[eMS

esa(ddVv

000°000°S1T

unyey, §

uaing esad

wsag

uepsp 1p nquel-nquiwy terenquiad| 1

eqreuo]
uep ‘seyIunwoy
‘usBunqnylad

|lo[oBMS

es2(ddv

000'000°008'T

unyey 8

uasn( 8BS

K

-

ST
‘€1'6'8'S

dnpry weSuny3uy] wep ueueinyay

Fuepig gng eAuureT jreacu] Ueledal| 06

BO[ONEMS

BS3(JHdY

000°000°0€

uniyey, 8

uaim esaq

ST
‘€1'6'8's

weuenyay Uep
dnpry veSunyBuyy Fueiua ugrepeiu

ad /ueynIniuad/1sesieIsos /ueyneRd| ¢

elo[aems

vsa(ggdy

000'000'St

uniey, 8

uam(] esaq

53
1'6'8'S'1

Bsaq dnpry weSuny3ur] uwelo[aduad| ¢

BlO[EMS

esagadv

000°000°SI8'C

unye] g

uaIng eseq

S1'€1'6'8

esaQ YIA USINY Uwe[ojaduad) 1

dnpiy wedunySur]
wep weusINy)]

ejoaemsg

esaqadv

000°000°0S

unyey, 8

uain( esaqd

STETel
‘11'6'9'€

WP NUIad Uesemey]

Buepig qng eAuure’] JnBaou] ueerday| 06

wloaemg

Bsadddv

000°000°0+C

A s i ki ke

- = P I

~ =

~ = =

= I~ = ™

F= = == |+

= M P

= I = [

unye], 8

uaan(g esad

=~ = =

N s kd ki e

>~ = == ¥

N s ke i

= = = =

Sl i kel kil ke

= = =

ST'e1'el
‘11°6'9'€

NIRIVO MOW/wequrer

seyee, wereBurudd /ueunduequiad) gl

BJOJOBMS

BseggdVv

000°'000 047

-

>

unie], 8

uaangg esad

>

e

ST'et'et
‘11'6'9'c

PRCIEY
SNl eUY UreuUsg Ueure],/ ueurs],

umeSuTUay /eunduequdd| L1

B[o1eBMS

es’gadv

000°'00S 867

unuyel 8

uaq esag

S1'ET' el

‘11'6'9'€

qequEy] Sy Uegusnquiad

waistg velwyButuad /reunduequad| 91




000°009°€44'E

I T T 1
T Foepid_qe[one

BIO[BMS

esagddy

000'000°0%

unyel 8

uarn( eseqg

81'g'y

TeNpIeise) UPBRequIaay
Suepiq gns BAuue] JuBAOUL weperds)

Blo[oNeMs

B83qedVY

000'009°681

TNUBL, 8

uaIn(g esec

o

SIS+

YUTLIE] Juesey ueeuiqued

Blo[aeMs

esaqddyv

000°000°001

unyeL, g

uaing vsaQ

81's'd

TTE{BI9ASBWUaY
efequia] UBBUIqIIAd Weyle[ed

BIO[PNEMS

esaqddyv

000°009 €6T

UNTEL §

Gaing esed

81'S'd

M3d useuiquiad

BlO[oNeMS

882d4dV

000'009°4TT

Tnger, 8

Uaan( €esaq

8T St

AN T/ Wd'1/ QAT ] Feetquiad

elo[aems

esaqgdv

000'009°€LT

> == =

Ed kdid ki k4 kg

el e O Kl

== =

Ed kd kd Ed Ed kd

== =i

d kd Kd K Ead K

Ed id id A kol kg

unTel, 8

uang Bsa

==~ =

Eal kat ka ka0 kel g

s e

Ed xa kd ki kd ke

Ed Ea d £ ko Kd

X ko R ki Ko b4

ol i el i kil

s id kd 5o kil B

o o]

81'S'y

78py BFequIe] UeBUIqSd

Jexeralsei
ueefequIae)y

BlO[OBMS

esaggddv

000°000°0%

e

b

-

unyer 8

uarng vsaQ

-

[

e

Ed

>

efey yelO uep uwepnuraday
guepiq qns vAuure] jaBAOU] uepeIday

BIO[OHBMS

vsagedV

000'000°Z1E

unyeL g

uam( esaqd

1 qel0 qupl/ueepnwadoy
qupy/eunie], 3uersy] UBBUIqUSd

BIO[NEMS

esagddy

000°000°201

unie), 8

uamg esaqd

BSa( TN eFBd UBI0
wep uespnwada)] vueIRSRL] WD
BuBIeg UeyEIulua /Ueunduequad

elo[emg

vsa(ddVv

000°000°LT

unyer g

uang 8sod

81 ‘v

BSoQ

ANEN ¥8ey Yelo uep usepnuwadoy
euEIesBl] UBp BUBIBG UBBIBUI[oWad

elo[emg

esaqgdy

000000 T61

uniyel, g

uaing esad

Bso(q
jey3um edelye;( uep ueepnwaday]
equio]/reansa, uesredBudAUad

e[o[aems

Bsaqddy

000°000°08

unyeL, 8

uain(] esaq

‘gsaq y8xdun ueepnweday
uveyneed uesreddusiadusd

elo[eqemg

8s3qddV

000°002°€91

unyey,

uain(g esaa

81 ‘¥

usyednge)] Uep Ueleureday ByEun

1p 83 [efem redeqas e3ed yB[O UBp
uwepnuredey] usBunuo)] UBWLIBUS]

—

edey
ye|o uep ugepnuradoy

BIO[IEMS

esaqddV

000°000°08

unye], 8

uaxn( esad

81°91°'Y

Jugewrefes)] uep uvelepngay
Sueplq qns vAUUET] JRBAOU] uejerdoy

06

Bo[PEMS

esagddv

000°'000°0vZ

unyey, 8

uaan(g 8sad

81°9T't

wsa(l MW ueenrededy/ yepy
yewny/ ueslepnga)] euBIeseld UBp
BUBIEg URENBUIUS]/ reUnBURqUId]

elo[aBMg

esagHdY

000°000°0T1T

unyeL 8

uaang] esaQg

8191y

BSaCl TN Ueewresedy] /1epy
yewny /ueelspnqa
vueIEskld UBp BUBIES UBRIEYIPWA]

BIOINBMAS

esagddyv

000'000'8v+

unyel, g

uaing 8saqg

81°91'Y

883 1BNAUN
weewpesy] uep ‘Uvefepnqay/Iepy
‘reTuasay] TeANSaq uweseddusiaiuad

BIO[eNBMAS

esaggdv

000°000'08

uniEL 8

uaan(g vsaa

81'91'p

usjednqey

uep UejeurRod) JeNEUN 1P BSIC IPEM
reBeqas uUBeAepnga)| Uep UeTuasdy
dnosp uaBunuoy] uewmLduad

elo[oBMS

es3edv

000°000'82

unyel 8

uaIn 8sag

8191t

Bsa(] T{BUL, Ugekepngay

trep weruasdy] dnosp UFRUIqWSd

ugeuredeay
uep ueedBpngsy

eloeNemg

Bsa(ady

000000 ¥C

uniey, 8

uaing esadg

154

Texemeisel veSunpurad uep
qunuif] uBqREANIY ‘UBUNBINUNIN
Susprq qus vluure] jeaou] usyBIge)]

06

Blo[oBMS

esagady

000°000°0€

unuey 8

uaat(g 8se(d

'y

jeeredsey uedunpunad uep
wny Sueptd 1p 1exeBASE epedax
isesyEIsos/ URYNnAuad /ueyne[ad

vloO[eBME

esagddVv

000'000'0¢

unyel g

uaing Bsad

'y

ur{SIN JeseresSBN UBD BS3Q
Jnjeredy ymun WNinH Usnjueg

BOOHBAS

esaddVv

000°000°0C

unyel 8

o] 83

ST11'6

e83(] (B30 BENS BUBIUIH
uveduisdersay] s04 UBBIPIAU]




o1 yeSuauaW wep (109 ees “seaadoy
wviopEyEsg | B8aQEdY | 000°000°ST M r p p 3 unyel g | udng essg b p M 3 r I3 ‘g'g'p‘et1 | BuepIg qns BAUURE jeacu] uBBd| 06
UeIuelIad-uoN Ueesapad
o1 rwouoxy ueSwequafuad Jryun
gopNens | Bs3geEdyY | 000°000°2€ M M M M A unhuel 8 uaing esaqg b M M M M p ‘B'SPE'T euny jeda], Hojowya], uevpeduad| €
1SBI1od0)] o8
o1 yefuauapy uBp (109 ‘OX{IN eyes(
elofayemg | esaqady | 000°000°9S M M M M M unye], 8 usan( esad M P M M M ~ ‘8'SbE'T eueresuld Bueses uedusquaduad) 2 POINN)
ot WMINN /ant /isesadon yeBusual uep [
elopYemg | BSIQHdY | 000°000°9S 3 M p M M unyel g uaamn(] esacy M M p i M r ‘8'SpE'l uesjopeBusg uswafeury uBynelad| 1| ODTIN BYESA ‘rsesadoy
eUy UeSUnpUIIad
0 uep wendwaled Ueedepiaquad
wjojayemg | ¥SeQEdY | 000°000°02 M M M N » unyej, 8 usrng 8saqg » p » M M t 1'g's‘p'1 | Buepiq qns eAuure JuBaoul ue)ei3a3 | 06
0 {(seamqustp Suepuaiuad) [2qelld
ejo[axyemg | BSadedV | 000°000° %8 M M p M M unyeL, 8 ua1n(g esaq » M » M M M 1'8'G'p*1 |Buepuekusq werenluad usp ueyneled; €
0 Feuy
elojoyemg | esagady | 000°000°8Y S A S S r unyel g | uaamgesaq p p » p S r 1'g‘g'p1 | ueSunpurzad veynmAuad/uweynedd| ¢ eirenay uep
seuy uvefunpuilid
0 wendwaiag ‘uenduiaiag
eloeyessg | Bsagddv | 000°000°CL M M M » 3 unyel, 8 uIngg esaq M » » M M P 1'‘9'S'y'1 |weelepioquiad weynmiuad/ueyneiad; 1 ueeleplaquad
vo[eyemg | wseqgdyv | 000°'000'80T 3 p M p M unyel, 8 uan( esad M » » » » M |TLT'SY ddg sensedey umesBuiuad| €
889
wopeyems | Bsaggady | 000°000°891 M r » p » unyel 8 uaan(] esaq p A M M M M ST LISy yexsuerad seysede) usieyiulusd| T
wso( Jnjeredy
elorerfemg | €sadddV | 000°000°8% S S M p p unysl 8 | ueingesaq p r M M p IS QT4T's'y]  wseq eedey sepsedey uayeyBuuag| 1| seusedsy uejes{Butuad
ST JUeBUIsN9] Uep Ueieliad
wlopaemg | BSAQEdY | 000°000°EET M I M p p unyer, 8 uamq esaq t r b r i i ‘z1'6'g'c | Suepiq qns eAuurer Jnesouy ueleEdN| 06
, TEEUIsd / Uetueliad
Q1 ymyun guny 3eday, BojouodL
B[o[eBME | 8SAQEdY | 00000008 M M M M » unye], 8 uaing esaq P » » M M » ‘T1'6'8°E uepuaduad /yerund/ueynedd| S
sofuoy z1'6'8
wvlopEyemsg | Bseqddy | 000°000°TS6 » 0008 uamg vsag » ‘gp‘elgi1| werumiaag 1sedur yrun wesiuedld g
ST oxosipeSN qnynd Ueruelad
woEyess | B83QEdV | 000°000°9L8 M ZW 000t uam( esaq N ‘z1'6'8'S 1se8u] Uelnfeg ueunduequad €
<36 BURIOPag/Ja1SIa],
elo[eems | BS3ggdV » M » M » unyer, 8 uain( esaq » ) p » M P ‘T1'6'B'E 1sell] tein[eg UBIBYIPWR ] ¢
z1 ©sa(T JEBULL
voEeas | BS2ggdV | 000°000°0F M M M » » unye, 8 uaing esag p M M p p r ‘8'S'€TT wmedueq UeURYEIRY UBIBNBUS| €
(4}
go¥esag | BS3QEdV | 000°000°499'1 M M M N N unuel 8 uarn( esag M M M p M P ‘8G'€'T1 weyenIs)ad ISYNpPoLd wereNdumad| ¢
FA wedued uexel1dldd
vlo[Emg | 883UddV | 000°000°08C M M M » » unyer, 8 uaIng esaqg M I M M M t ‘8'6°e'T'1 ureureue], ISYNPOL] UEIEEUNIA])| 1 uep usluellad
TeueiIad Uep ueine{oy
Blo[eAs | Bs3gedy | 000°000°L9 p p » p A unyey, g uaang vsad r p M » M M s1z1'g | Suepiq qns euure nescu] Uererdol | 06
uelela) /yere( UBUBHUId
sirun guny yeday, 1dojoucya],
vlo[exBmg | B83QadV | 000000 0 » p M p p unyer 8 uaing 8saq p p r p M r S1°T1'8 uereuaduad /qaywig/uveynedd| 9
wjoPYBMS | ¥89EdV | 000°000°00T'1 M M M M M unyel 8 uaing esad M M p M M P SI°Z1'8 |(sp/ueed/1qid) UBUESLS] UBMURE; S
TS NN 110931/ Feaung
ueUBHad UBYNGeldd uel
elojeyemg | BSaEdV | 000°000°9€ r M 3 p p unyel g | usngesaq p b p LM p SI'T'8 |eBuruad/seliqeyay/ ueunduequiad) ¢
Bsa(l AN
JBle( UBURNLIO] We[0o) /equisrey
wvlopyems | eseagdv | 000°000°0¥% M N M 4 M uniyel 8 uaim( esaq » M » M M p [FI¥AR:] vayeyButuad/ veunduequiad| €
BSo( AN 1109} /resung
wlopayemsg | @s9aadV | 000°000'82 S p p p » unyel g | usangesag p p M p p I gl'gl's | ueueyusd weynqe[dd ueemyIdwWwad|
wsa(] NN Jere(] uBuedusd weuslIad
vojEag | 8S3gEdV | 000°000°CE p M M M M unyey 8 uaan(j vsd3d M M » P I P 51218 wrejoy /equerey; Ueereyrowad; 1 Uep UBjNeay




‘esa(] Breday]

L InyeIREUs
BSOINLAN URSNAURA UILL,
YoJO unsnss
000°'22Z'TSS'T9 V.10l HVINAL
000°000'0S6 9 Fuepid yerwnr
SU'6
elofsfems | Bsagdy | 000°000°0S¢ M N M M » N M M |UnyEL 8 uan( esag M M ‘ep'eT'l ueduepe) vued| 1 ueduepe) eueq
ot ynnd
e[o[eyeMg | BS3UEdV | 000°000°00€ » M M » M » » ) |unyer s uam( esaq » N ‘ggipe1| yese sopdoy urerdord SundNpUIN| T
ot
elo[oxeMg | BS3QEdY | 000°000°00% M p M M p M p ) |unueL8 uarngesag | p p ‘8's'v'e’l sopwng [ePO UeBMAUd| T TePON UeBIIRAUd]
urelerquiad
000°000'08Z"¥ g Suepig yejwng
S1°6
eopems | Bsadddy | 000'000°0+2 M N M N M M M M |unyer 8 uaIn(g esaq » N M N N N » S ‘S've‘T'T uejeqoduad uenjued| +
ST'6
wopEms | saggdy | 000'000°0Z1T M » M M p p p o |unyeL 8 uaIn( esaq » » M » N M M N ‘Sp'eT'T uexIpIpUad Uenjueq)| €
ST'6
BloEyems | esaggdy | 000°000°0+T S » S S » S p p |unyerg | uamgesed | f p p r S r » r ‘SpeTT wedued ueyeq uemued| ¢
S1°6
elopyems | esagddyv | 000°000°091°C S S S IS » r N p |unwer g uain( esaq S S » p S » 3 r ‘SpeTT (r16) reuny, SunsSue uemjued| 1 FeSopPUS UBEPBad]
ST1'6
eloems | BSa(gdV | 000'000°0v9 M » M N » » M M |unyeL 8 uaIn( esaq » p M » N M N M ‘Sp'eT'T Jernre( ueepeay| I JeJnre( Ueepeay
G1'6 euBOUA(q JeINIEp
e[o[EyEMg | BSaQ€dV | 000°000°02€ N M » M M » M M (unueL 8 uain( esag N M M M N » » p ‘5p'ez'1| deddue; ueuelerad eAueredguaesio],| €
S1'6 BUBOUA( JeINIEep
eloEyeAMs | BSeaddy | 000°000°091T M M M N » M N N (UnuEL 8 uaan(j esadg M M N » N M M P ‘Spee't deggue) uejyeyasoy] uedexdusiod| T
S1'6 BUBOU3(Q euBOUg
glojems | esadady | 000'000°00+ S M M » M » M M unyger 8 uaIn( esaq M N M N M M M P ‘cp‘ezt Jeantep ded3ue) eurleseld BUBIES ueduendsueuad
©So(] SESIPUAIN UEp Jeinie( Ueepeay eUedUdf UesUe[Nasuetdd
000'000°'194°9 b pIg yejwnge
z1'ot'e ueLnsnpuLdg wep ueduedeplad
elopeeAg | BS2QEdV | 000°000°'+T » » M M M N N M |unuelL 8 uain( esaq M N M N » M M M ‘g‘G'p'e*1 | Bueprq qns BAUUrRT JaBAOU] UBIRISAY| 06
zZ1'o1‘e eqesn yodworas] uedurdurepus
elo[EMS | BS2QddV | 000°000°09 » M N M N N M M |uUnyeL 8 uaIn( esaqg N N M M N » ML ‘g'g'p'e‘1 | d/ueynerad /iseanised /uenjuaquad|
z1'o1’e esa(d
Bo[YEAS | BSagddV | 000°000°0CT M N » M » N M M |unyeL 8 uaIn( esa p N M » M M » r ‘8S'pET [oAa] [109Y rsupu] ueduequaduad| €
101’6 BSI(] IIWL SO /esad
elo[EAMS | BSadddV | 000°000'89 M » » N M N N N |unyeL 8 uaIn(] esad M N » » M p» M M ‘8'S'pE'T Teseq uejeysutued /ueunduBquiad| ¢
Z1'o1'6 esa( UeLnSNpuLad
glojoyems | segddy | 000°000°'8C S » r S » IS N A |umyerg | uemgeseq | p r r r r r r r ‘Q‘G'p‘e‘T| Sir sory/esa( Jesed ueBIeUIPoWAd| T uep ueguedepIod
o1 TepoON UrwWBUBUS]
eloesemg | eseddyv | 000°000°09 M p M » M » M M |unueL 8 uam( 8sad M » M M M p M S ‘g'g'pe‘1 | Buepiq qns eAuureT jyesou] UeledaN| 06
Ut
vlo[EAMS | BSaEdV | 000°000°9€ M M M M » P M N |unuelLs uaIng esaq p » p i p » M r ‘BS'pEl eso(] NG Uee|o[aBudd Ueynedd| ¢
o1 TepoNl
Blo[EMS | BS204dV | 000°000°0% » » M M M » M Mo |unuel 8 uain( esad » » M M M » M » ‘BSpET B WNE Uemuaquad| [ | uwenreueuad ueuning




71



BAB YV
PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat
arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa,
kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam
penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada
visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka
harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Duren, secara lebih
merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang
sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka
implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB
Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa
Duren Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab

2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah
pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang
sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini
akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan
pembangunan di Desa.

‘ A:-KEPALA DESA DUREN,
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